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ABSTRACT

Kadilangu Village in Demak Regency is a former Perdikan Village with
historical and religious significance. Over time, the Perdikan land has experienced
issues related to unclear legal status and difficulties in obtaining certification.
Furthermore, the construction of the Semarang-Demak Toll Road, which passes
through the area, has created problems in land acquisition and compensation. The
purpose of this study was to determine the legal status of Perdikan land in Kadilangu
Village, the implementation of compensation, issues arising during and after the land
acquisition process, and solutions to address these issues. The research method used
was qualitative with a descriptive approach through interviews, observation, and

document study.

The results indicate that the legal status of Perdikan land in Kadilangu
remains unclear due to differences between historical legitimacy and the land law
system. While land acquisition implementation complies with applicable regulations
for compensation, in practice, issues arise related to disputes over who receives
compensation and the emergence of dual claims between foundations, leading to
internal conflicts between foundations. This issue is resolved through litigation to
produce a binding decision, ensuring legal certainty for those receiving
compensation. Therefore, clarity regarding the status of the freehold land is

necessary to ensure fairness and legal certainty for the land acquisition process.

Keywords: compensation, land acquisition, freehold land
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria, adalah bagian dari bumi (permukaan bumi) yang dikuasai negara,
yang memiliki fungsi sosial dan dapat diberikan hak penguasaan kepada individu atau
badan hukum. UUPA menegaskan hak menguasai dari negara, fungsi sosial tanah, dan
kepastian hukum melalui pendaftaran tanah. Setiap individu memerlukan tanah untuk
hidup sehingga setiap orang memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan melindungi
setiap hak milik atas tanah yang dimilikinya. Selain dari nilai ekonomis, tanah memiliki
manfaat terhadap pelaksanaan pembangunan. Tanah memiliki nilai ekonomis dan
manfaat yang besar, namun pemanfaatan dan penggunaan tanah oleh manusia sering
menimbulkan berbagai permasalahan terhadap keberlangsungan hidup, sehingga
diperlukan pengendalian untuk mencegah timbulnya permasalahan yang lebih kompleks.

Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, tetapi juga
mempunyai peran penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan, terutama pembangunan yang
berkaitan dengan kepentingan umum, kebutuhan terhadap tanah juga semakin besar.
Salah satu bentuk pembangunan yang membutuhkan ketersediaan tanah dalam jumlah
besar adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan salah
satu prioritas utama pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Salah satu dari
bentuk pembangunan infrastruktur yang strategis yaitu dengan adanya pembangunan
jalan tol yang berfungsi untuk memperlancar arus transportasi, mempercepat jarak
tempuh, serta mendukung kegiatan ekonomi masyarakat (Nugraha, 2023).

Dalam pelaksanaannya, pembangunan jalan tol membutuhkan ketersediaan lahan
yang sangat banyak, sehingga pemerintah perlu melakukan pengadaan tanah untuk
kepentingan umum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang
kemudian untuk pelaksanaannya merujuk pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan

merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan
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Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 bahwa pengadaan
tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang
layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol
di Indonesia merupakan kegiatan strategis nasional yang melibatkan alokasi sumber daya
yang besar dan kompleksitas yang tinggi. Sejak tahun 2016 hingga awal tahun 2022,
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah mendanai proses pembebasan tanah
untuk sejumlah ruas jalan tol dengan nilai mencapai sekitar Rp79,3 triliun, sehingga
sebanyak lebih dari 101.000 bidang tanah dengan luas sekitar 133,39 juta meter persegi
telah dibebaskan untuk pembangunan berbagai proyek jalan tol di seluruh Indonesia
(Agatha, 2022). Hal ini mencerminkan skala besar kebutuhan tanah dalam
pengembangan jaringan jalan tol nasional yang melintasi banyak wilayah dan berdampak
langsung kepada masyarakat pemilik tanah.

Dalam pengadaan tanah, prinsip keadilan di terapkan dengan memberikan ganti
kerugian. Sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, bentuk
ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, pemukiman kembali, saham, atau
bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu pengadaan tanah
tidak hanya aspek teknis, tetapi berkaitan dengan perlindungan hak atas tanah. Namun
pada prakteknya pengadaan tanah sering menimbulkan berbagai permasalahan, terutama
pada saat pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak (Harahap dkk., 2024).
Permasalahan tersebut sering terjadi karena berkaitan dengan penentuan bentuk, nilai
dan penerima ganti kerugian, serta status hukum tanah yang terkena proyek
pembangunan. Salah satu yang menarik untuk dilakukan penelitian yaitu pengadaan
tanah jalan tol yang melintasi tanah perdikan di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak
dengan luas tanah yang dibebaskan untuk pembangunan jalan tol Semarang-Demak
sekitar 10 hingga 12 hektare (Hasan Hamid, 2021).

Tanah perdikan merupakan tanah bebas pajak yang ada pada masa lampau yang
diberikan oleh raja atau penguasa kepada tokoh agama atau pejabat tertentu sebagai
bentuk penghargaan atas jasa-jasanya. Secara historis, tanah perdikan memiliki status
khusus dan sering tidak memiliki sertipikat hak atas tanah seperti tanah dengan hak milik
pada umumnya (Gunawan & Prasadana, 2022). Tanah perdikan di Indonesia tersebar di

berbagai wilayah, khususnya di Pulau Jawa, seperti tanah perdikan Majan di Kabupaten



Tulungagung, tanah perdikan Cahyana di Kabupaten Purbalingga, tanah perdikan
Pakuncen di Kabupaten Nganjuk, serta tanah perdikan Kadilangu di Kabupaten Demak
yang berkaitan erat dengan situs religius Sunan Kalijaga. Tanah perdikan umumnya
memiliki nilai historis, sosial, dan religius yang kuat, namun dalam praktiknya
menghadapi permasalahan hukum akibat perubahan sistem hukum pertanahan nasional,
terutama setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Kondisi ini menyebabkan
tanah perdikan sering berada pada posisi yang rentan ketika bersinggungan dengan
kepentingan pembangunan, termasuk dalam kegiatan pengadaan tanah untuk
kepentingan umum, terutama dalam menentukan subjek yang berhak menerima ganti
rugi dan bentuk ganti rugi seperti apa yang seharusnya diberikan. Sesuai kesepakatan
yang dibuat antara Badan Pertanahan Nasional dan Yayasan Kalijaga, tanah perdikan di
Desa Kadilangu yang terkena proyek jalan tol seharusnya diganti dengan relokasi
(Saifudin, 2021). Dalam pelaksanaannya, ganti kerugian tidak langsung diberikan
kepada Yayasan Sunan Kalijaga dalam bentuk tanah pengganti, melainkan melalui
mekanisme penitipan uang di Kementerian Agama untuk dicarikan tanah pengganti.
Selain itu, muncul dua yayasan yang sama-sama mengaku sebagai keturunan
Sunan Kalijaga, Yayasan tersebut yaitu Yayasan Sunan Kalijaga dan Yayasan Sunan
Kalidjogo. Yayasan Sunan Kalijaga mengklaim berhak atas kompensasi dari pengadaan
tanah. Kondisi in1 menyebabkan sengketa internal antar yayasan yang mengakibatkan
ketidakpastian hukum dalam proses pengadaan tanah. Ini juga yang menimbulkan
pertanyaan mengenai keadilan dalam prosesnya dan keabsahan penerima ganti kerugian.
Bersumber dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul
skripsi “Analisis Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang-Demak (Studi

Kasus Tanah Perdikan Desa Kadilangu Kabupaten Demak)”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka ditetapkan rumusan
masalah dalam penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana status hukum tanah perdikan di Kelurahan Kadilangu dalam
perkembangan historis dan kondisi saat ini?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk
pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak pada tanah perdikan di Kelurahan

Kadilangu?



3. Apa saja permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan dan pasca pengadaan tanah

Jalan Tol Semarang-Demak serta solusi penyelesaiannya.

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, antara lain:

1. Mengidentifikasi status hukum tanah perdikan di Kelurahan Kadilangu berdasarkan
perkembangan historis dan kondisi saat ini.

2. Menganalisis proses pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah
untuk pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak pada tanah perdikan di Kelurahan
Kadilangu.

3. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan dan pasca

pengadaan tanah Jalan Tol Semarang-Demak serta solusi penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu

pengetahuan dibidang hukum agraria dan administrasi pertanahan, khususnya yang

berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum serta perlakuan
terhadap tanah yang memiliki status khusus seperti tanah perdikan.
2. Manfaat Praktis

1) Bagi pemerintah daerah dan instansi pertanahan, hasil penelitian ini dapat
dijadikan masukan dalam merumuskan kebijakan atau prosedur pengadaan tanah
yang lebih adil dan sesuai dengan ketentuan hukum, terutama bagi tanah yang
memiliki nilai historis dan keagamaan.

2) Bagi masyarakat Desa Kadilangu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pemahaman mengenai hak-hak mereka dalam proses pengadaan tanah serta
mekanisme yang sah dalam menerima ganti rugi.

3) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dijadikan referensi dan bahan
perbandingan untuk kajian serupa mengenai ganti rugi pengadaan tanah pada

objek tanah dengan status khusus lainnya



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa status
hukum tanah perdikan di Kelurahan Kadilangu memiliki karakteristik khusus yang tidak
dapat dipisahkan dari perkembangan historis keberadaan Sunan Kalijaga dan masyarakat
Kadilangu. Status hukum tanah perdikan di Kelurahan Kadilangu menunjukkan
karakteristik khusus yang merupakan hasil perpaduan antara nilai historis, fungsi sosial
keagamaan, dan sistem hukum agraria nasional. Setelah berlakunya Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960, tanah perdikan tidak lagi diakui sebagai status tersendiri, namun
dalam praktiknya masih diakui keberadaannya melalui pengelolaan turun-temurun serta
sebagian telah disertipikatkan sebagai tanah wakaf.

Pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk
pembangunan Jalan Tol Semarang—Demak pada tanah perdikan di Kelurahan Kadilangu
dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta peraturan
pelaksanaannya. Secara prosedural, tanah perdikan diperlakukan sama dengan tanah
lainnya melalui tahapan inventarisasi dan identifikasi, penilaian, musyawarah penetapan
bentuk ganti kerugian, hingga pemberian ganti kerugian. Bentuk ganti kerugian yang
diberikan bukan berupa uang secara langsung, melainkan dalam bentuk tanah pengganti
karena tanah yang terkena pengadaan tanah sebagian besar merupakan tanah wakaf dan
tanah perdikan yang memiliki fungsi sosial dan keagamaan.

Permasalahan dalam pelaksanaan dan pasca pengadaan tanah meliputi kesulitan
dalam pencarian tanah pengganti dan keberadaan tanah sisa yang tidak lagi produktif.
Upaya penyelesaian dilakukan melalui pencarian tanah di berbagai lokasi,
pengelompokan dalam klaster, serta koordinasi dengan tim terkait untuk memastikan
kesesuaian nilai dan manfaat. Sementara itu, tanah sisa diselesaikan melalui pendekatan
praktis seperti penggabungan dengan bidang tanah lain atau pemanfaatan oleh
penggarap, sebagai bentuk upaya menjaga keberlanjutan fungsi tanah dan perlindungan

terhadap pihak yang terdampak.
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B. Saran

Dari penelitian yang sudah dilakukan, untuk mengatasi permasalahan

pertanahan yang ada di Kadilangu, maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1.

Kementerian dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Demak dan instansi
terkait, perlu meningkatkan koordinasi, perencanaan, sosialisasi, dan pengawasan
dalam pengadaan tanah, khususnya terkait tanah wakaf, tanah historis seperti tanah
perdikan, dan tanah sisa, melalui pendataan awal, penyampaian informasi hak
masyarakat, serta pengawasan pemanfaatan agar tetap produktif dan tidak terlantar.
Yayasan Sunan Kalijaga selaku pengelola tanah wakaf dan tanah perdikan perlu
melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah pengganti secara optimal agar
manfaat sosial dan ekonominya tetap dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar.
Pengelolaan tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan tanah produktif untuk
kegiatan pertanian maupun kegiatan sosial keagamaan yang mendukung

kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kadilangu.
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